[image: image1.png]Total Aset IKNB Syariah (Miliar Rupiah)

140,000
120,883
120,000 116,351
105,612
99,133

100000 97,115

80,000

60,000

40,000

20,000

o
2021 2020 2019 2018 2017

Sumber: Statistik IKNB Syariah, OJK 2021



            Management Studies and Entrepreneurship Journal
                                                                              Vol 5(2) 2024 : 7446-7457                     
Hariantini, dkk (2024)
                         
      

      
           MSEJ, 5(2) 2024: 7446-7457

Progresivitas Asuransi Syariah Sebagai Partisi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia 

The Progressivity of Sharia Insurance as a Partition of the Sharia Non-Bank Financial Industry (IKNB) in Indonesia

Zulfiana Hariantini1*, Moch. Fakhri2, Pongky Arie Wijaya3, Muhammad Arifuddin4
Universitas Islam Negeri Mataram
zulfiana.hariantini24@gmail.com, muh.fakhri66@gmail.com 
[image: image3.png]Y
o0 0,31%

=2

29,65%
23,08%

0,08% 17,68%




ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan asuransi syariah di Indonesia melalui analisis data statistik keuangan kinerja asuransi syariah selama periode 2018-2022. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (liblary research) yang berasal dari sumber pustaka berupa buku, jurnal-jurnal yang relevan, data statistik dan laporan keuangan asuransi syariah dan data-data IKNB. Analisa yang digunakan menggunakan metode content analysis berdasarkan rekomendasi Miles dan Humberman yaitu melalui reduksi data berupa peringkasan data secara kompherehensif, penyajian data secara sistematis dan simple, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip yang dipegang teguh yaitu ta’awun ‘ala al birr wa al-taqwa (tolong menologlah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta’min (rasa aman) sehingga sesuai syariat dan terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Acuan kegiatan asuransi syariah di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001. Sejak pendirian perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia pada tahun 1994, sampai dengan saat ini terdapat 59 perusahaan asuransi berbasis syariah di Indonesia. Aset bruto asuransi syariah dalam kurun 5 tahun terakhir diklaim tumbuh, namun jika dilihat dan diamati dari tahun ketahun asuransi syariah tidak mengalami pertumbuhan asset yang signifikan, bahkan dapat dikatakan mengalami stagnasi. Namun, berdasarkan statistik IKNB Syariah selama rentan waktu 5 tahun terakhir 2018 sampai 2022, asuransi syariah konsisten membukukan hasil investasi, bahkan pada saat kondisi covid dimana jumlah aset menurun sedangkan klaim bruto meningkat. Di tahun 2022, asuransi syariah berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp 1.195 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 108,19% dibandingkan tahun 2021.

Kata kunci : progresivitas, asuransi syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah.
ABSTRACT 
This study aims to determine the development of sharia insurance in Indonesia through analysis of financial statistical data on sharia insurance performance during the 2018-2022 period. This type of research uses a qualitative approach with a library research method derived from library sources in the form of books, relevant journals, statistical data and financial statements of Islamic insurance and IKNB data. The analysis used uses the content analysis method based on the recommendations of Miles and Humberman, namely through data reduction in the form of comprehensive data summarization, systematic and simple data presentation, and conclusion drawing or verification. Sharia insurance has deeply held principles, namely ta'awun 'ala al birr wa al-taqwa (please log you all in kindness and piety) and al-ta'min (a sense of security) so that it is in accordance with sharia and avoid usury, gharar, and maysir. Reference for sharia insurance activities in Indonesia based on Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001. Since the establishment of the first sharia insurance company in Indonesia in 1994, until now there are 59 sharia-based insurance companies in Indonesia. The gross assets of sharia insurance in the last 5 years are claimed to have grown, but if viewed and observed from year to year sharia insurance has not experienced significant asset growth, it can even be said to have stagnated. However, based on Sharia IKNB statistics during the last 5 years from 2018 to 2022, sharia insurance consistently posted investment returns, even during covid conditions where the number of assets decreased while gross claims increased. In 2022, sharia insurance managed to record investment returns of IDR 1,195 billion or an increase of 108.19% compared to 2021.

Keywords : Progressivity, Sharia Insurance, Sharia Non-Bank Financial Industry (IKNB).

1. Pendahuluan
Pada tahun 2021, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 20,01%. Indeks literasi ekonomi syariah tahun 2021 meningkat dibanding indeks literasi berdasarkan hasil survei tahun 2019 yang sebesar 16,28%. Dibandingkan tahun sebelumnya indeks literasi tumbuh 7%. Berdasarkan angka indeks literasi tersebut, pada tahun 2021 dapat diasumsikan bahwa dari sekitar 100 orang penduduk muslim Indonesia terdapat sekitar 20 orang yang “well literate” terhadap ekonomi syariah. Berdasarkan data KNEKS, indeks literasi pada tahun 2022 telah mencapai 23,3%. Peningkatan ini terutama didorong oleh aspek pengetahuan terhadap prinsip dan nilai ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat pesat. Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan pada tahun 1992(Bank Indonesia, 2021). Di Indonesia keterlibatan pemerintah dimulai sejak diluncurkannya Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) ditahun 2013 dan dilanjutkan  dengan pembentukan Komite nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Kepres No.91 Tahun 2021, yang dilanjutkan dengan launching Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI) 2019-2024(Deloitte, 2019).
Visi Meksi 2019-2024 ialah mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi terkemuka di dunia. Strategi utama dalam Meksi 2019-2024 ialah memperkuat seluruh rantai nilai industry halal di Indonesia. Salah satu dintaranya memastikan sektor keuangan syariah guna membangun National Halal Fund(KNKS, 2019). Industri keuangan syariah memiliki potensi besar dengan total asset yang dikelola berdasarkan data OJK 2021 sebesar 1993,41 Triliun, dengan pertumbuhan asset sampai tahun 2020 sebesar 22,79 %(yoy) dan masih terus bertumbuh hingga tahun 2023. Industri keuangan syariah di Indonesia terdiri dari Industri Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non Bank (INKB) Syariah dan pasar Modal syariah. Total Aset INKB Syariah di tahun 2022 sebesar 146,119 T dengan total 121 Unit Syariah yang terdiri dari 15 Unit Asuransi Syariah, 9 Unit Lembaga Pembiayaan Syariah, 4 Unit dana Pensiun, 5 Unit Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, 81 Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan 7 Unit Fintech Syariah(OJK, 2022b).
Asuransi Syariah di Indonesia diatur dalam UU No.40 Tahun 2014. Prinsip Asuransi Syariah menurut UUD tersebut jika ditinjau dalam pandangan syariat islam ialah berdasarkan akad saling tolong menolong dan saling menanggung(ta’awun dan ta’min). Untuk memastikan kesesuain dengan syariat agar terhindar dari riba, gharar, maysir pelaksanaan Asuransi Syariah diatur oleh MUI salah satunya melalui Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah(Iska, 2016).
Pendirian Perusahaan Asuransi Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1994 yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia (PT SITI) sampai saat ini, tidak lepas dari pengawasan OJK meliputi perizinan, tatakelola, pergantian kepemilikan, penggabungan, sampai pada pembubaran, likuidasi dan kepailitan sesuai revisi terbaru UU No.40 tahun 2014(Nur Kholis, 2021). Perkembangan sektor keuangan syariah berdasarkan data IFDI yang dirilis Reuters, Industri asuransi syariah mencatatkan porsi sangat kecil sebesar 1% dari total keseluruhan (Serpina & Primurdia, 2022). Kondisi asuransi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan terbatas baik, berdasarkan Islamic Finance Development Report 2020 Indonesia menempati posisi keempat, naik satu peringkat dari tahun 2019 sebagai negara dengan operator terbanyak di dunia(Bank Indonesia, 2021). Marketshare asuransi syariah terhadap asuransi konvensional  pada akhir tahun 2020 mencapai 6%. Kontribusi asuransi syariah pada Desember 2020 secara years to year (yoy) masih mencatatkan pertumbuhan 3,83%. Dalam 5 tahun terakhir asset asuransi syariah meningkat cukup signifikan dari Rp 33,24 T pada ahir 2016 menjadi 44,44 T pada akhir 2020 (Ardianto, 2021).
Berdasarkan penelusuran data dan jurnal diperlukan kajian terbaru dan lebih mendalam terkait perkembangan Asuransi Syariah hingga tahun 2022 melalui kajian medalam mengenai data keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Terkait hal tersebut, artikel ini berupaya menjabarkan informasi mendetail melalui studi kepustakaan dan analisa data dari Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia selama rentang waktu 2018 hingga 2022. 
2. Tinjauan Pustaka
Industry Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah 

Industri keuangan berbasis syariah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu industri keuangan Bank Syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga merupakan industri yang terdiri atas berbagai lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa keuangan, tetapi tidak memliki perizinan perbankan (full banking license), sehingga tidak ada penarikan deposito dari nasabah. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di satu sisi menghadapi persaingan, namun disisi yang lain Industri Keuangan Non Bank juga mampu menjadi pelengkap industri perbankan dengan menyediakan alternatif jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat seperti dana pensiun, perasuransian, modal ventura dan lain sebagainya yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah(Makhrus, 2017). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022a), IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi syariah, dana pensiun, lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah khusus dan lembaga keuangan mikro Syariah, serta finansial teknologi (fintek) syariah .

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah berprinsip berdasarkan syariah atau dalam transaksinya tidak mengandung setidaknya tiga hal yaitu riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi) yang diyakini sebagai penyebab dari ketidakstabilan serta krisis ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah juga menggunakan paradigma risk sharing. Konsep ini akan membuat para pihak yang terlibat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan atau dalam melakukan investas (Faza & Wibowo, 2019).

Perkembangan industri IKNB Syariah kedepan memiliki peluang besar dalam  industri keuangan syariah secara nasional dan global. Sekalipun secara global industri keuangan syariah masih didominasi produk pasar modal, khususnya sukuk, sementara di Indonesia produk pasar perbankan syariah menjadi hal yang sangat dominan(Makhrus, 2017). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021, total aset keuangan syariah Indonesia tahun 2021 adalah Rp2.050,44 triliun dan porsi aset IKNB syariah dari total keseluruhan aset tersebut adalah 5,90%. Per tahun 2021, total aset IKNB syaria mencapai Rp120,883 miliar dengan pertumbuhan aset sebesar 3,90% (yoy)(Faizah, 2022). 
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Gambar 1. Total Aset IKNB Syariah
Sedangkan dari sisi market share, kontribusi IKNB Syariah terhadap keuangan nasional baru sebesar 4,25% lebih kecil dibandingkan perbankan syariah yang telah mencapai 6,74% dan Pasar Modal Syariah sebesar 17,37%. Market share yang telah dicapai oleh IKNB syariah berasal dari 59 asuransi syariah, 33 perusahaan pembiayaan syariah, 6 modal ventura, 10 dana pensiun syariah, dan 105 IKNB syariah lainnya (Faizah, 2022).

Mengenai regulasi-regulasi yang terkait dengan IKNB Syariah dapat diringkas dalam diagram berikut; 
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Gambar 2. Regulasi Terkait IKNB Syariah
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Perkembangan IKNB Konvensional dan Syariah yang tinggi tersebut diharapkan dapat berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai penelitian terkait peran IKNB diantaranya (Faza & Wibowo, 2019) yang meneliti Kontribusi Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Konvensional dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah pada pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapati adanya hubungan kausalitas dari keduanya. Selain itu didapati bahwa IKNB Syariah lebih tahan terhadap shock pertumbuhan ekonomi dibndingkan IKNB konvensional. Penelitian (Trimulato & Mustamin, 2022) berjudul Peran Industri Keuangan Non Bank dalam Mendukung UMKM mendapati, IKNB berperan positif dalam mendukung industri halal, pemberian proteksi, pemberian modal kerja dan bantuan modal gadai syariah. Penelitian (Trimulato, 2022) berjudul Perkembangan Industri Keuangan Non Bank dan Inovasi Service Excellent di Tengan Pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja poositif INKB melalui peningkatan asset beberapa lembaga penyusun IIKNB Syariah.   

Definisi Asuransi Syariah

Asuransi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No.40 Tahun 2014 sebgai pengganti UU No.1 Tahun 1992. Berdasarkan undang-undang ini asuransi syariah didefinisikan sebagai berikut(Iska, 2016); “Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan Kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;atau 

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Asuransi dalam literature Islam memang tidak diketemukan secara spesifik yang
memiliki makna asuransi, hanya secara bahasa dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-
taimin, penanggung disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau
usta’min. At-ta’min secara bahasa berarti tuma’ninah al-nafs wa zawâl al-khauf, tenangnya jiwa dan hilangnya rasanya takut. Maksudnya, orang yang ikut dalam kegiatan asuransi, jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut ataupun was-was dalam menjalani kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan atau pertanggungan (Ali, 2011). Sebagai acuan memahami asuransi syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Asuransi syariah (Ta’min , takaful, tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko
tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah memiliki prinsip-prinsip yang dipegang teguh yaitu ta’awun ‘ala al birr wa al-taqwa (tolong menologlah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta’min (rasa aman) (Tila et al., 2019).
Praktik Asuransi Syariah dalam islam berasal dari budaya arab sebelum Rasulullah saw yang disebut Aqilah yang berati saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Aqilah terjadi dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, dimana ahli waris korban akan mendapatkan uang diyat(ganti rugi) dari kerabat terdekat sipembunuh. Seperti hadist Rasulullah saw yang diriwaytkan abu Hurairah ra : “Diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yan dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad saw., maka Rasululah saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dngan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh ‘āqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhārī)

Praktik aqilah ini diterima masyarakat islam dan menjadi bagian dari hukum islam (Puspitasari, 2011). Beberapa fatwa MUI yang mempertegas kehalalan asuransi syariah adalah (MUI, n.d.);

a. Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

b. Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Asuransi Syariah

c. Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

d. Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Pedoman Akad Tabarru pada Asuransi Syariah

Kontruksi akad Asuransi Syariah

Akad merupakan landasan atas suatu perilaku atau kegiatan dalam bermuamalah. Akad merupakan ijab qabul antara kedua belah pihak yang dihukumi sah jika memenuhi rukun-rukunya al-aqidain, mahallul akad, dan sighat akad. Sah atau batalnya sebuah akad dalam Islam akan memiliki dampak pada hukum yang sangat krusial berkaitan dengan hak kepemilikan suatu benda dan keabsahan berbuat dengan benda tersebut (Afdawaiza, 2008). Berikut beberapa akad yang dilakukan dalam kontrak asuransi syariah, di antaranya yaitu akad tabarru’, akad mudharabah, dan akad wakalah ;

1. Akad Tabarru’  
Tabarru’ ialah akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad tabarru’ merupakan bagian dari tabaddul al-haq (pemindahan hak). Pada dasarnya akad tabarru’ hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalam- nya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelolah dana sehingga dalam akad ini bukan semata untuk tujuan komersil (Makhrus, 2017). Konsep ini menjadikan seluruh peserta sebagai satu keluarga besar yang saling menanggung, saling menjamin, dan saling melindungi ketika musibah datang 

2. Akad Tijarah 
Akad tijaroh adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis) (Makhrus, 2017). Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi-hasilkan kepada para pesertanya (Serpina & Primurdia, 2022).

3. Akad Wakalah bi ujroh 
Secara etimologi wakalah memiliki makna memelihara, menjaga, menjamin, menyerahkan, dan mengganti. Istilah mendefinisikannya sebagai akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). Hal ini sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan seluruh peserta kepada perusahaan. Sebagai imbal jasa, perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan berupa ujroh atau fee (Jaih Mubarok, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni & Primandasetio, Kesumawati Syafei, 2018). 

4. Akad Mudharabah 
Mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya (Jaih Mubarok, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni & Primandasetio, Kesumawati Syafei, 2018). Ada dua cara pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah dalam kontrak mudharabah. Pertama, pengelolaan dana yang memiliki unsur tabung. Kedua, pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan. Ada atau tidak adanya unsur tabungan sangat berkaitan erat dengan produk(Abdullah, 2018). 

5. Akad Mudharabah Musytarakah 

Mudharabah musytarakah dalam fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah musytarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut. Dengan demikian, bisa dikatakan akad tersebut merupakan pengembangan dari akad mudharabah. Segala ketentuannya hampir sama dengan akad mudharabah, perbedaannya terdapat pada penyertaan modal mudharib pada proyek yang dikerjakan, pengfungsian mudharib sebagai sahibul mal, dan peran mudharib yang tidak hanya sebagai sahibul mal pertama namun juga kedua. Akad ini juga didefinisikan Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru' dan/ atau dana Investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berclasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2010).

Dasar Hukum Empiris Asuransi Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Asuransi Syariah : 

Beberapa regulasi yang terkait dengan pelaksanaan asuransi di Indonesia adalah sebagai berikut ;

a. Fatwa Dewan yariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Pasal 1 ayat 1 mengenai asuransi syariah, akad dan beberapa ketentuan syariat yang menikuti. Dalam fatwa ini asuransi syariah didefinisakan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424.KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

c. Keputusan Menteri Keuangaan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentnag Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi.

d. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Reasuransi dengan sistem syariah.

e. POJK Nomor 59/POJK.03/2020UU tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah No.40 Tahun 2014 terkait ketentuan Spin Off perusahaan asuransi

f. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai salah satu payung hukum pengaturan usaha asuransi syariah di Indonesia

Dari segi regulasi, perkembangan asuransi syariah tidak lepas dari peran pemerintah untuk memberikan kesetaraan payung hukum. Dimulai dari UU No.2 Tahun 1992 mengenai peransuransian, SK Menkeu No Kep-385/KMK.017/1994 mengenai pendirian lembaga asuransi syariah yang ditandai munculnya PT Asuransi Takaful, hingga revisi UU asuransi lama menjadi UU No.40 tahun 2014 sebagai titik balik kesetaraan payung hukum asuransi syariah di Indonesia. Untuk menjaga elektabilitas asuransi syariah pemerintah juga melakukan fungsi pengawasan yang diamahkan kepada OJK sesuai pasal 60 UU No.40 Tahun 2014. Sebagai keseriusan peran serta pemerintah dalam mengembangkan asuransi syariah di Indonesia, pemerintah telah menetapkan regulasi terkait spin off atau perubahan status unit-unit syariah menjadi perusahaan asuransi syariah full-fledge melalui pasal 87 UU No.40 Tahun 2014 dan POJK No.67 tahun 2016 (Suryawadi, 2021).

Jenis-jenis Asuransi Syariah

Muhammad Ma’shum Billah mengajukan konsep takaful yaitu konsep dalam asuransi syariah dimana adanya kerjasama antara para peserta takaful  (pemegang polis asuransi) atas prinsip al-mudharabah. Perusahaaan asuransi sebagai al-mudharib yang menerima uang pembayaran dari peserta takaful untuk diadministrasikan dan diinvestasikan, Selain itu peserta takaful bertindak sebagai shahib al-mal, yang akan mendapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi syariah (Soemitra, 2009). 

Asuransi syariah dalam istilah islam dikenal dengan istilah Takaful, Ta’min dan Islamic Insurance (Bahasa inggris). Istilah takaful digunakan pertamakali oleh perusahaan asuransi islam di Genewa  yaitu Dar Al Mal Al Islam yang berdiri pada tahun 1983. Produk asuransi syariah telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan surat keputusan kementerian keuangan Indonesia No. 241-KMK.017/1995 Tanggal 1Juni 1995. Yang memiliki 2 akad yaitu akad tabarru’ dan tijarah yaitu tolong menolong dan non profit oriented (S. A. Nasution & Aslami, 2021). Produk asuransi syariah sendiri dikelompokkan secara umum menjadi tiga bagian yaitu asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah dan reansuransi syariah
Jenis Asuransi Syari’ah berdasakan yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah terdiri atas asuransi jiwa dan kerugian terdiri atas tiga yaitu Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah dan Reasuransi Syariah. Sementara secara regulatif jenis asuransi dan reasuransi syariah diatur dalam asuransi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab I Pasal 1 Poin 8, 9 dan 10 adalah sbb (Makhrus, 2017): “ Usaha asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran Iain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya”.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui metodologi studi kepustakaan (Liblary Research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menguraikan data mengenai Asuransi Syariah sebagai bagian dari IKNB. Metode library research merupakan metode tinjauan pustaka terhadap sumber-sumber yang relevan dan melalui pengkajian literatur yang tidak terbatas pada teori kepustakaan, namun melalui pengumpulan data laporan keuangan, jurnal-jurnal yang terkait dan bukti-bukti empiris berupa data statistik dari berbagai sumber (Syahza, 2021). Tehnik analisa yang digunakan menggunakan metode content analysis. Analisis data dan informasi berdasarkan rekomendasi Miles dan Humberman yaitu reduksi data berupa peringkasan data secara kompherehensif, penyajian data secara sistematis dan simple, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Nurohman, 2022).

4. Hasil dan Pemabahasan
Hasil Observasi

Progresivitas asuransi syariah sebagai Partisi Industri Keuangan Non Bank (INKB) syariah di Indonesia periode 2018-2022


INKB Syariah merupakan industri keuangan non bank yang menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah dan dalam prosesnya tidak mengandung gharar, riba, dan maysir. INKB Syariah terdiri dari industri asuransi, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya (Faza & Wibowo, 2019). Berdasarkan data statistik OJK total asset INKB Syariah sampai dengan desember 2022 mencapai 146,119 T atau tumbuh 10,81 % year on year (yoy). Nilai tersebut hanya mengambil sekitar 4,5% dari total asset IKNB yang menembus 3.081,30 T(OJK, 2022b) .


Market share IKNB syariah pada tahun 2021 mengalami penurunan terhadap total aset IKNB tahun sebelumnya dari 4,19% menjadi 3,99%. Penurunan market share dikarenakan laju pertumbuhan aset IKNB Syariah yang melambat, karena dampak pandemi Covid-19. Kendati mengalami penurunan market share, IKNB Syariah masih terus mengalami pertumbuhan. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan aset IKNB Syariah secara rata-rata tercatat sebesar 5,02% per tahun. Pertumbuhan tersebut  antara lain dipengaruhi oleh penambahan entitas baru industri IKNB Syariah. Komposisi aset IKNB Syariah didominasi oleh aset Lembaga Keuangan Syariah Khusus dengan total aset sebesar Rp44.174,80 miliar (36,63%), selanjutnya diikuti aset asuransi syariah sebesar Rp43.143,88 miliar (35,77%) dan aset Lembaga Pembiayaan Syariah sebesar Rp23.526,93 miliar (14,09%)(OJK, 2022b). Salah satu sektor IKNB Syariah yang memiliki kinerja cemerlang adalah industri asuransi syariah. Mengacu pada data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia di tahun 2022, industri asuransi syariah di Indonesia telah berhasil membukukan kontribusi bruto mencapai 27,57T(triliun) atau tumbuh 16,38% secara yoy dibandingkan triwulan IV Desember 2021. Secara asset, asuransi syariah berhasil mencatatkan kenaikan sebesar 3,53% dibandingkan periode yang sama pada kuartal 4 (Q4) tahun 2021. Total asset yang dimiliki oleh asuransi syariah sampai desember 2022 sebesar 45,025 triliun. Nilai tersebut berasal dari asuransi jiwa syariah sebesar 34,891 T atau setara 77,49%; asuransi umum syariah 7,728 T atau setara 17,16 % dan reansuransi syariah 2,406 T atau setara 5,34% (AASI, 2022). Secara detail, berikut pertumbuhan asset asuransi syariah selama 5 tahun terakhir.
	Tabel 1. Perkembanagan Aset Asuransi Syariah 2018-2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jenis Industri
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Pertumbuhan 2018-2022

	
	
	(miliar Rp)
	(miliar Rp)
	(miliar Rp)
	(miliar Rp)
	(miliar Rp)
	(miliar Rp)

	
	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
	34.276
	37.487
	36.317
	34.970
	34.891
	1,79%

	
	Perusahaan Asuransi Umum Syariah
	5.459
	5.903
	6.014
	6.616
	7.728
	41,56%

	
	Perusahaan Reansuransi Syariah
	1.864
	2.063
	2.109
	1.964
	2.406
	29,08%

	
	Total Aset
	41.599
	45.453
	44.440
	43.550
	45.025
	8,24%

	
	Sumber: Statistik IKNB 2021 dan AASI Triwulan 4 2022

	
	
	
	

	Tabel 2.  year on year percentage Aset Asuransi Syariah 2018-2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jenis Industri
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	5 year
	

	
	
	
	
	
	
	2018-2022
	

	
	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
	10,535%
	-4,542%
	-4,294%
	0,803%
	1,794%
	

	
	Perusahaan Asuransi Umum Syariah
	6,558%
	3,473%
	8,988%
	17,805%
	41,564%
	

	
	Perusahaan Reansuransi Syariah
	12,178%
	0,335%
	-6,053%
	22,070%
	29,077%
	

	
	Persentase aset
	10,087%
	-3,302%
	-2,572%
	4,360%
	8,236%
	

	
	
	
	
	
	
	
	



 Pertumbuhan aset asuransi syariah mulai dari 2019-2021 mengalami penurunan dan diikuti dengan reasuransi syariah pada tahun 2019-2021 juga mengalami penurunan pertumbuhan asset dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2022. Pada tahun 2021, total aset asuransi syariah turun sebesar 2,572%. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan aset yang terjadi pada masing-masing sub sektor yaitu sebesar 4,294% pada asuransi jiwa syariah dan 6,053% pada reasuransi syariah. Berdasarkan data diatas, walaupun pertumbuhan asset bruto asuransi syariah dalam kurun 5 tahun terakhir diklaim tumbuh, namun jika dilihat dan diamati dari tahun ketahun asuransi syariah tidak mengalami pertumbuhan asset yang signifikan, bahkan dapat dikatakan mengalami stagnasi. Dalam (Serpina, 2023) perlambatan petumbuhan asuransi syariah dapat disebakan beberapa faktor antara lain keterbatasan jenis produk asuransi syariah yang menyebakan penurunan premi, kondisi bussines cycle yang menyebabkan penurunan daya beli, dan kinerja asset investasi dan instrument investasi syariah di Indonesia yang belum cukup kompetitif. 

Pemerintah terus mendorong perkembangan perusahaan asuransi melalui regulasi yang mengatur unit-unit syariah yang memiliki asset lebih dari 50% asset induk diwajibkan untuk melakukan spinoff. Merujuk pada UU No.40 tahun 2014 mengenai peransuransian. Dalam ketentuannya perusahaan induk yang memiliki UUS (Unit-Unit Syariah) dan reansuransi syariah yang telah memiliki asset mencapai 50% harus melakukan spin off selambat-lambatnya 10 tahun sejak aturan diundangkan pada 2014. Tujuan spin off ialah sebagai momentum untuk mendongkrak aset agar lembaga atau UUS berkontribusi makin besar pada industri keuangan dan perekonomian nasional (OJK, 2016). Berdasarkan hasil penelitian (Yustiani et al., 2022) terkait evaluasi kriteria spin off ditemukan dari 44 unit usaha syariah sebagai sampel, sampai tahun 2024 tidak aka nada UUS yang dapat mencapai nilai 50% dari asset induk perusahaanya. Kondisi tersebut dikarenakan perbedaan skala ukuran dana kontribusi UUS dan perusahaan induk. Hal ini sejalan dengan penelitian (Arianty & Ghoni, 2023) dengan judul Pemilihan Model Implementasi spin off Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia dengan model AHP menyimpulkan UUS belum memiliki kapasitas spin off walaupun telah disepakati dalam regulasi setelat-telatnya 2024. Melihat kondisi ini, kedepannya guna mendukung perkembangan asuransi syariah pemerintah diharapkan melakukan evaluasi terkait regulasi tersebut

Kinerja Keuangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia periode 2018-2022

Jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah berdasarkan data (OJK, 2022b) jumlah IKNB Syariah posisi 31 Desember 2021 adalah 58 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan asuransi syariah (murni syariah) 1 perusahaan reasuransi syariah (murni syariah), 42 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Salah satu indikator kesehatan finansial suatu perusahaan ialah jumlah asset yang terus meningkat baik secara yoy maupun termin waktu tertentu. 

Pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah dipengaruhi oleh pendapatan premi dan hasil investasi. Pendapatan premi dapat bersumber dari pembayaran dana tabarru’ yang dilakukan oleh setiap peserta asuransi syariah yang dilakukan secara teratur kepada perusahaan asuransi syariah sesuai kesepakatan dalam akad. Total dana tabarru’ yang diterima selanjutnya wajib diinvestasikan sesuai dengan kaidah Islam. Pertumbuhan aset selama lima tahun terakhir berdasarkan Tabel 1 diatas , menunjukkan fluktuatifitas dan terlihat pada ketiga komponen penyusun asuransi syariah di Indonesia, yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah dan reasuransi syariah. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, baik kondisi makroekonomi maupun mikroekonomi. Berdasarkan data (OJK, 2022b) diketahui, pada tahun 2021, aset Asuransi Syariah mengalami penurunan sebesar 2,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp44.440 miliar menjadi Rp43.550 miliar. Penurunan aset industri asuransi sangat dipengaruhi oleh penurunan investasi dan hasil pengembangan investasi perusahaan. Berdasarkan (Mayasari, 2021) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan, pendapatan kontribusi bruto industri asuransi umum syariah mengalami penurunan sebesar 12,08% secara yoy sepanjang 2020 menjadi Rp 182 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 207 miliar. Penurunan kontribusi tersebut merupakan dampak global pandemi covid-19. Untuk melihat kinerja keuangan asuransi syariah secara menyeluruh, dapat kita lihat pada tabel kinerja asuransi syariah berikut; 
	Tabel 3 Kinerja Keuangan Asuransi Syariah Periode  2018-2022 (Miliar Rp)

	Keterangan 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Kontribusi bruto
	15369
	16704
	17345
	23691
	27571

	Klaim Bruto
	7583
	10605
	12921
	20091
	20043

	Investasi
	36969
	39846
	37338
	35603
	36489

	Hasil investasi
	66
	2193
	656
	574
	1195

	Aset
	41915
	45453
	44440
	43550
	45025

	Sumber : Statistik IKNB Syariah 2019-2022
	
	
	


Kontribusi bruto industri asuransi pada tahun 2020 mencapai Rp17,35 triliun atau meningkat sebesar 3,84% dari kontribusi bruto tahun 2019, yaitu sebesar Rp16,7 triliun. Jumlah kontribusi bruto tahun 2020 tersebut adalah 5,9% dari total kontribusi bruto perusahaan asuransi dan reasuransi. Peningkatan kontribusi bruto industri asuransi syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut terlihat dari pertumbuhan kontribusi bruto yang signifikan ditahun 2021 sebesar 36,58% dan 16,38% pada tahun 2022. Klaim bruto industri asuransi pada tahun 2021 mengalami kenaikan lebih dari 50% yaitu sebesar 55,49% dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari Rp12,921 triliun menjadi Rp20,091 triliun. Jumlah klaim bruto tahun 2020 tersebut adalah 5,9% dari total klaim bruto perusahaan asuransi dan reasuransi. Ditahun 2022 seiring pemulihan ekonomi, besar klaim bruto mengalami stagnasi, didukung peningkatan kontribusi bruto yang positif. 

Pada tahun 2021, proporsi terbesar aset Asuransi Jiwa Syariah berasal dari aset dana investasi peserta. Sementara itu, untuk aset Asuransi Umum Syariah terbesar berasal dana perusahaan dan aset terbesar Reasuransi Syariah berasal dari dana tabarru’. Investasi perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah mengalami penurunan sebesar 4,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp37.245,21 miliar menjadi Rp35.511,48 miliar. Penurunan nilai investasi disebabkan oleh menurunnya nilai investasi perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sebesar 6,62%, sedangkan nilai investasi Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah mengalami peningkatan sebesar 6,25% (AASI, 2022).

Pada tahun 2021, Asuransi Syariah menempatkan investasi terbesar pada Saham Syariah sebesar Rp10.530,15 miliar, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp8.194,73 miliar, diikuti penempatan pada Reksa Dana Syariah sebesar Rp7.896,71 miliar, Deposito Syariah sebesar Rp6.276,78 miliar, Sukuk atau Obligasi Syariah sebesar Rp2.473,24 miliar, investasi lain sebesar Rp109,94 miliar, dan MTN Syariah sebesar Rp29,91 miliar (OJK, 2022a).
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Gambar 3. Kinerja Keuangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Sumber: IKNB Syariah 2021
Pada tahun 2021, hasil investasi Asuransi Syariah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp733,45 menjadi Rp581,71 miliar. Penurunan hasil investasi tersebut didominasi oleh Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah yang mengalami penurunan sebesar Rp93,18 miliar. Hal ini juga ditunjukkan oleh investment yield Asuransi Syariah yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dari 1,90% menjadi 1,60%. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh menurunnya kondisi perekonomian akibat dampak dari pandemi Covid-19(OJK, 2022b). Selain itu, berdasarkan (Alsakinah,2022) dalam jurnal dinamika ekonomi syariah berjudul Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 menyimpulkan adanya hambatan terhadap asuransi syariah berupa penurunan asset hingga peningkatan kontribusi bruto. Dijelaskan Kembali dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) pembayaran klaim dan manfaat asuransi syariah mengalami peningkatan sebesar 54,96% dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp13.084,49 miliar menjadi Rp20.275,39 miliar. Sementara itu, kontribusi bruto asuransi syariah meningkat sebesar 36,23% dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp17.518,39 miliar menjadi Rp23.865,36 miliar.

Hal tersebut senada dengan temuan hasil  (Warto & Khumaini, 2022) dalam penelitian Analisis Hasil Investasi Dana Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2021 pada tahun 2022 menyimpulkan bahwa besar nilai total investasi dalam rentan periode tersebut hanya sebesar 2,485 T atau hanya 1%. Rekomendasi yang diberikan ialah Asuransi Jiwa Syariah perlu mencari alternatif sektor pembiayaan selain dipasar modal. Seperti  diketahui berdasarkan informasi yang dikutip dalam Annual report AASI Triwulan IV Desember 2022 proporsi investasi syariah sampai pada Q4 2022 yaitu 79,47% pasar modal, 20,20% perbankan, 0,33% lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian (Z. Nasution, 2019) disimpulkan, semakin tinggi hasil investasi yang diperoleh perusahaan dapat memberikan sinyal positif bagi kinerja dimasa mendatang. Sehingga strategi terbaik ialah diversifikasi investasi oleh perusahaan asuransi syariah. Dalam (Rahman, 2023) peningkatan aset asuransi syariah melalui maksimalisasi diversifikasi aset masih dapat dilakukan melalui peran serta dukungan pemerintah. Pemerintah dapat melakukan optimalisasi Asuransi Syariah melalui peran serta asuransi syariah sebagai underlying asset project SBSN untuk beragam pembiayaan seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan dan upaya perlindungan resiko pembangun proyek tersebut. Selain itu pemerintah diharapkan dapat memberikan ruang kepada asuransi syariah memperluas lini surety bond seperti jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan dan kontrak bank garansi untuk penjaminan kafalah (proyek).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip dari pubilkasi data (AASI, 2022), komposisi investasi asuransi syariah  terbesar  ditempatkan  pada  saham  syariah  sebesar  10.618  Miliar  Rupiah, Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  sebesar  8.961  Miliar  Rupiah,  deposito sebesar  7.166  Miliar  Rupiah,  reksa  dana  syariah  sebesar  6.883  Miliar  Rupiah,  sukuk sebesar 3.211 Miliar Rupiah, dan 125 Miliar Rupiah pada instrumen investasi lainnya. Berdasarkan data pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-Oktober  2022,  hasil  investasi  asuransi  syariah  mengalami  pertumbuhan  sebesar 15,44%, dan penurunan dari hasil investasi terjadi sebanyak tiga kali, yaitu di bulan Mei, Juni, dan Agustus 2022. Data investasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar  39.268  Miliar  Rupiah  dan  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  di tahun  2020  sebesar  11,44%  atau  34.774  Miliar  Rupiah  yang  dikarenakan  adanya pandemi  COVID-19.
Pembahasan
Modal dasar asuransi syariah sebagai pelaku bisnis syariah di Indonesia yakni potensi penduduk muslim yang berjumlah 85% dari total populasi yaitu sekitar 235 juta jiwa di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia terbilang cukup positif dan memiliki banyak  peminat  karena  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam. Setelah adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 atau dikenal COVID-19, Secara umum pertumbuhan aset asuransi syariah pada bulan Oktober 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,68% dibandingkan dengan bulan Oktober 2021. Tercatat pertumbuhan aset asuransi syariah pada Oktober 2021 adalah sebesar 43.593 Miliar Rupiah, sedangkan pada bulan Oktober 2022 asuransi syariah memiliki aset sebesar 45.189 Miliar Rupiah. Hal tersebut disebabkan oleh mulai memulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. Komposisi peningkatan tersebut didominasi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang tercatat mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebesar 78% atau 35.358 Miliar Rupiah. Selain itu, Asuransi Umum Syariah juga mengalami peningkatan sebesar 17% atau 7.527 Miliar Rupiah dan Reasuransi Syariah yang hanya mengalami peningkatan sebesar 5% atau 2.304 Miliar Rupiah.

Total kontribusi bruto perusahaan asuransi jiwa  syariah selama 5 tahun terakhir sejak 2018 hingga desember 2022 telah meningkat sebesar 79,39%, sedangkan secara yoy, asuransi syariah sepanjang tahun 2022 berhasil membukukan kontribusi bruto sebesar 16,37% dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Di tahun 2022, asuransi syariah membukukan klaim bruto sebesar Rp 20,043 triliun. Angka ini hampir sama atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya di 2021 yaitu sebesar Rp 20,043 triliun. Hal ini mengindikasi, bahwa asuransi syariah memiliki potensi yang besar untuk terus berkembangan terutama dalam pengembangan asset perusahaan. Ketangguhan asuransi syariah sebagai lembaga proteksi berbasis syariah telah diuji selama rentang periode masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021. Pada tahun tersebut tidak dapat dipungkuri, menjadi masa sulit bagi perusahaan, selama 2 tahun terakhir membukukan aset sebesar Rp 44,44 triliun di tahun 2020, dan Rp 43,550 di tahun 2021. Kondisi ini tidak berlangsung lama, di tahun 2022 asuransi syariah telah mengalami recovery dan berhasil tumbuh lagi sebesar 3,39% secara yoy. Kondisi ini menvalidasi bahwa asuransi syariah merupakan lembaga keuangan dengan sistem keuangan yang stabil, mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.

Ditahun 2020 sampai dengan tahun 2021, asuransi syariah mengalami tantangan terbesar. Berdasarkan data statistic IKNB Syariah, walaupun asuransi syariah mampu membukukan kontribusi bruto berturut-turut sebesar Rp 17,34 triliun ditahun 2020 dan Rp 23,691 triliun ditahun 2021, namun disisi lain asuransi syariah harus membukukan klaim bruto sebesar Rp 12,921 triliun atau mengalami kenaikan klaim sebesar 21,84% ditahun 2020 dan kenaikan klaim bruto tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp 20,091 atau sebesar 55,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, asuransi syariah terus berbenah seiring perbaikan ekonomi global pasca pandemi. Terbukti ditahun 2022,  terjadi peningkatan kontribusi bruto sebesar 16,38% dengan jumlah klaim bruto yang hampir sama dengan tahun sebelumnya diangka Rp 20,043 triliun. Kondisi ini merupakan bukti nyata bahwa, masyarakat Indonesia pasca pandemi, semakin aware dengan layanan proteksi berbasis syariah. Peningkatan aset dan nilai kontribusi bruto merupakan indikasi bahwa produk-produk berbasis syariah semakin mendapat posisi ditengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Hal tersebut membuktikan sistem asuransi syariah merupakan sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki asuransi syariah yang dipegang teguh yaitu ta’awun ‘ala al birr wa al-taqwa (tolong menologlah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta’min (rasa aman). Tolong-menolong yang dimaksud dalam hal ini yaitu sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang dimaksud yaitu tijarah dan tabarru’. Dan dalam hal ini lembaga asuransi syariah sebagai mediator pengelola yang memberikan kepastian keamanan dalam pengelolaan finasial dana tabarru’. 
Indikator perkembangan asuransi syariah yang menjadi tolak ukur perkembangan asuransi syariah di Indonesia berdasarkan data finansial perusahaan ialah besar dana investasi dan hasil investasi yang dibukukan perusahaan. Berdasarkan statistik IKNB Syariah selama rentan waktu 5 tahun terakhir 2018 sampai 2022, asuransi syariah konsisten membukukan hasil investasi, bahkan pada saat kondisi covid dimana jumlah aset menurun sedangkan klaim bruto meningkat. Di tahun 2022, asuransi syariah membukukan hasil investasi sebesar Rp 1.195 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 108,19% dibandingkan tahun 2021. Total dana investasi asuransi syariah di tahun 2022 sebesar Rp 36,489 triliun, meningkat sebesar 2,49% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 35,603 triliun. Berdasarkan data dari (AASI, 2022), komposisi pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor pasar modal yang tercatat mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebesar 80% atau Rp 29.191 miliar . Selain itu, sektor perbankan juga mengalami peningkatan sebesar 19% atau Rp 6.933 miliar dan instrumen investasi lainnya yang hanya mengalami peningkatan sebesar 1% atau Rp 365 miliar. Kondisi ini merupakan kondisi dimana mekanisme pengelolaan, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah secara kompherensif.  

Dapat kita pahami pada industri syariah pilihan instrumen keuangan cenderung terbatas (lack of option) sehingga menjadi tantangan bagi industri asuransi syariah global. Lack of option tersebut terjadi baik di instrument jangka Panjang (long term) dan jangka pendek (short term). Alokasi aset investasi dalam industri asuransi syariah di Indonesia mayoritas ditempatkan pada deposito, SBSN, saham syariah dan sukuk korporasi (Serpina, 2023). Menghadapi kondisi ini asuransi syariah telah melakukan strategi review dan melakukan optimalisasi porsi investasi. Pada 2021 posri investasi asuransi syariah di saham hanya sekitar 29,65%, namun ditahun 2022 komposisi investasi asuransi syariah 80% didominasi pasar modal. Hal tersebut diyakini telah melalui pertimbangan risk and reward yang sangat matang guna terus meningkatkan hasil investasi asuransi syariah dimasa yang akan datang. 

5. Penutup
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara kompherehensif mengenai asuransi islam yang dikenal sebagai takaful mengenai perkembangannya dari segi kesehatan asset finansial perusahaan. Perkembangan asuransi Islam di Indonesia relatif menunjukkan pertumbuhan yang baik relatif stabil meningkat. Hal ini didukung melalui rilis data perkembangan asset Q4 yang menunjukkan kenaikkan asset asuransi syariah sebesar 3,53% secara yoy dengan total pertumbuhan kontribusi bruto sebesar 16,38%.  Berdasarkan data IKNB Syariah selama 5 tahun terakhir asuransi syariah secara konsisten mebukukan hasil investasi, walapun dalam kondisi pandemic Covid-19. Di tahun 2022, asuransi syariah membukukan hasil investasi sebesar Rp 1.195 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 108,19% dibandingkan tahun 2021. Selain itu dana investasi asuransi syariah di tahun 2022 sebesar Rp 36,489 triliun, meningkat sebesar 2,49% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 35,603 triliun. Komposisi pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor pasar modal yang tercatat mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebesar 80% atau Rp 29.191 miliar . Selain itu, sektor perbankan juga mengalami peningkatan sebesar 19% atau Rp 6.933 miliar dan instrumen investasi lainnya yang hanya mengalami peningkatan sebesar 1% atau Rp 365 miliar.
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